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REVIEW HASIL ASSESMENT EVALUASI KLA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 
 

KLUSTER   INDIKATOR   ITEM 
SELF 

ASSESMEN
T 

SKOR 
TERTINGGI 

SELISIH 
PENANGGUNGJAWA

B 

KELEMBAGAAN 

1 

Tersedianya 
Kebijakan/Peratura
n Daerah tentang 
KLA 

1 
Apakah tersedia Peraturan daerah/kebijakan terkait penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Layak Anak 

45,00 45,00 0,00 
BAPELITBANGDA, 
BAGIAN HUKUM 

2 
Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya 
untuk penyelenggaraan  KLA 

35,00 35,00 0,00 
BAPELITBANGDA, 
BKAD 

3 
Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait 
KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan 
pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak 

5,00 5,00 0,00 
BAPELITBANGDA, 
DINSOSP3A 

2 

 Menguatnya 
Kelembagaan 
Kabupaten/Kota 
Layak Anak (KLA) 

1 Apakah telah terbentuk Gugus Tugas KLA 3,00 3,00 0,00 
BAPELITBANGDA 

2 Apakah Gugus Tugas KLA telah berfungsi 5,00 5,00 0,00 
BAPELITBANGDA 

3 Apakah sudah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA 10,00 10,00 0,00 
BAPELITBANGDA 

4 Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA 0,00 3,00 3,00 
BAPELITBANGDA, 
DINSOSP3A 

5 Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA 5,00 5,00 0,00 
BAPELITBANGDA, 
DINSOSP3A 

6 

Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai 
mekanisme pendataan untuk 5 klaster KLA yang minimal mempunyai 3 
variabel, yaitu data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan 
kondisi anak 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 BAPELITBANGDA 

7 
Apakah ada Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KLA yang 
dikembangkan oleh pemerintah daerah 

                    
2,00  

                      
2,50  

0,50 BAPELITBANGDA, 
KOMINFO-SP 

8 
Apakah ada publikasi KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun 
terakhir 

                    
2,00  

                      
2,50  

0,50 KOMINFO-SP, MEDIA 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 

Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media 
Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar 
charity), dalam mendukung program klaster Kelembagaan maupun 
Kabupaten/Kota Layak Anak  

                    
1,50  

                      
4,50  

3,00 
KOMINFO-SP, DUNIA 
USAHA, LEMBAGA 
MASYARAKAT  
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KLUSTER   INDIKATOR   ITEM 
SELF 

ASSESMEN
T 

SKOR 
TERTINGGI 

SELISIH 
PENANGGUNGJAWA

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
Keterlibatan 
Lembaga 
Masyarakat, Media 
Massa, dan Dunia 
Usaha, dalam 
Pemenuhan Hak 
Anak dan 
Perlindungan 
Khusus Anak 

2 

Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media 
Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar 
charity), dalam mendukung program Klaster I  maupun Kabupaten/Kota 
Layak Anak  

                    
1,50  

                      
4,50  

3,00 
KOMINFO-SP, DUNIA 
USAHA, LEMBAGA 
MASYARAKAT  

3 

Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media 
Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar 
charity), dalam mendukung program klaster II  maupun Kabupaten/Kota 
Layak Anak  

                    
2,00  

                      
4,50  

2,50 
KOMINFO-SP, DUNIA 
USAHA, LEMBAGA 
MASYARAKAT  

4 

Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media 
Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar 
charity), dalam mendukung program klaster III maupun Kabupaten/Kota 
Layak Anak  

                    
2,00  

                      
4,50  

2,50 
KOMINFO-SP, DUNIA 
USAHA, LEMBAGA 
MASYARAKAT  

5 

Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media 
Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar 
charity), dalam mendukung program klaster IV maupun Kabupaten/Kota 
Layak Anak  

                    
1,00  

                      
4,50  

3,50 
KOMINFO-SP, DUNIA 
USAHA, LEMBAGA 
MASYARAKAT  

6 

Tunjukkan jumlah, nama dan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media 
Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk Kemitraan (bukan sekedar 
charity), dalam mendukung program klaster V maupun Kabupaten/Kota 
Layak Anak  

                    
1,50  

                      
4,50  

3,00 
KOMINFO-SP, DUNIA 
USAHA, LEMBAGA 
MASYARAKAT  

7 
Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesi 
(APSAI) Kabupaten/kota 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 APSAI, DINSOSP3A 

8 
Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabt Anak Indonesia (APSAI) untuk 
menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 APSAI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir 
                    

3,00  
                      

3,00  
0,00 DISDUKCAPIL 
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KLUSTER   INDIKATOR   ITEM 
SELF 

ASSESMEN
T 

SKOR 
TERTINGGI 

SELISIH 
PENANGGUNGJAWA

B 

 
 
 
 
 

Klaster 1 : Hak Sipil dan 
Kebebasan 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
Anak yang 
Diregistrasi dan 
yang memiliki 
Kutipan Akta 
Kelahiran 

2 
Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran 
selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DISDUKCAPIL 

3 
Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak 
(KIA) selama 2 tahun terakhir ? Sebutkan persenatse untuk 2 tahun 
terakhir pada matriks 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DISDUKCAPIL 

4 

Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran dan 
kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan 
khusus merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 
59 

                    
7,00  

                      
7,00  

0,00 DISDUKCAPIL 

5 
Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan 
Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DISDUKCAPIL 

6 
Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran 
dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)       DISDUKCAPIL 

7 
Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan 
kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DISDUKCAPIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ketersediaan 
Fasilitas Informasi 
Anak ? Apa saja 
fasilitas layanan 
informasi anak yang 
tersedia 

1 
Apakah ada fasilitas Layanan  Informasi Anak? Apa saja fasilitas 
layanan informasi anak yang tersedia ? 

                    
8,00  

                     
10,00  

2,00 
KOMINFO-SP , 
PERPUSTAKAAN & 
KEARSIPAN DAERAH 

2 
Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandarisasi Pusat 
Sahabat Anak (PISA) ? Sebutkan layanan informasi anak yang 
terstandarisasi PISA 

                    
3,00  

                     
10,00  

7,00 KOMINFO-SP 

3 

Berapa jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan ILA pertahun 
selama 2 tahun terakhir?  (Dari jumlah yang mengakses layanan 
informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori 
Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) 

                    
1,00  

                      
3,00  

2,00 
KOMINFO-SP , 
PERPUSTAKAAN & 
KEARSIPAN DAERAH 

4 

Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, 
Panti Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)                     

3,00  
                      

3,00  
0,00 

DINSOSP3A, 
PERPUSTAKAAN, 
KOMINFO 

5 
Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang 
tidak layak anak 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 KOMINFO 

6 

Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA 
terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak 

 0.00  
                      

4,00  
4,00 

DINSOSP3A, 
PERPUSTAKAAN, 
KOMINFO 

7 
Apakah ada SDM pengelola layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak 
Anak 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 DINSOSP3A 
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KLUSTER   INDIKATOR   ITEM 
SELF 

ASSESMEN
T 

SKOR 
TERTINGGI 

SELISIH 
PENANGGUNGJAWA

B 

8 

Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas 
informasi layak anak ? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK 
di LPKA, LPKS, panti asuhan dll 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
KOMINFO-SP , 
PERPUSTAKAAN & 
KEARSIPAN DAERAH 

9 

Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan 
layanan informasi layak anak                     

3,00  
                      

3,00  
0,00 

KOMINFO-SP , 
PERPUSTAKAAN & 
KEARSIPAN DAERAH 

6 
Pelembagaan 
Partisipasi Anak 

1 Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak 
                    

2,00  
                      

2,00  
0,00 DINSOSP3A 

2 Berapa persen desa/kelurahan memilki Forum Anak 
                    

5,00  
                      

5,00  
0,00 DINSOSP3A 

3 
Apakah Forum Anak/Kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses 
perencanaan pembangunan daerah ? 

                    
7,00  

                     
12,00  

5,00 
BAPELITBANGDA, 
DINSOSP3A 

4 
Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan 
Pelapor (2P) Dalam hal ini, Forum Anak dinilai peranannya dalam 
berbagai klaster dan indikator 

                  
16,00  

                     
21,00  

5,00 DINSOSP3A 

5 Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak 
                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 DINSOSP3A 

6 
Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas forum 
anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), 
Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 DINSOSP3A 

7 
Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum 
Anak/kelompok anak 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DINSOSP3A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
Pencegahan 
Perkawinan Anak 

1 Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak? 
                  
10,00  

                     
10,00  

0,00 
KEMENTERIAN 
AGAMA,  

2 
Apakah ada SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih 
Konvensi Hak Anak? 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 
DINSOSP3A, DUNIA 
USAHA, LM, MEDIA,PT 

3 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD)  dalam 
pencegahan perkawinan anak? 

                  
29,00  

                     
29,00  

0,00 
DINSOSP3A, 
KEMENAG, 
DPPKB,DINKES 

4 
Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak 

                    
6,00  

                      
6,00  

0,00 
DINSOSP3A, 
KEMENAG, 
DPPKB,DINKES 



151 

 

KLUSTER   INDIKATOR   ITEM 
SELF 

ASSESMEN
T 

SKOR 
TERTINGGI 

SELISIH 
PENANGGUNGJAWA

B 

 
 

KLUSTER II : LINGKUNGAN 
KELUARGA DAN 

PENGASUHAN ALTERNATIF  

8 

Penguatan 
Kapasitas Lembaga 
Konsultasi 
Penyedia Layanan 
Pengasuhan Anak 
bagi Orang 
Tua/Keluarga 

1 

Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) atau LK3 atau 
BKB/BKR, atau Pusat  Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga 
sejenis)Layanan keluarga dengan penyediaan kelompok profesi seperti 
: Pekerja Sosial, Psikolog, konselor/Guru BK atau sejenisnya 

                  
15,00  

                     
15,00  

0,00 
PUSPAGA, 
DINSOSP3A, DPPKB 

2 
Berapa jumlah keluarga dan/atau keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) 
yang mendapatkan layanan PUSPAGA atau lembaga lainnya 

                    
7,00  

                      
7,00  

0,00 
PUSPAGA, 
DINSOSP3A, DPPKB 

3 Berapa jumlah kasus perceraian dua tahun terakhir 
                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
PUSPAGA, 
DINSOSP3A, DPPKB, 
KEMENAG 

4 
Apakah ada peraturan/kebijakan tentang PUSPAGA/lembaga konsultasi 
keluarga lainnya  

                  
10,00  

                     
10,00  

0,00 
PUSPAGA, 
DINSOSP3A, DPPKB, 
KEMENAG 

5 

Apakah ada tersedia anggaran untuk pelaksanaan 
kebijakan/program/kegiatan terkait dengan PUSPAGA/lembaga 
konsultasi keluarga lainnya 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 
PUSPAGA, 
DINSOSP3A, DPPKB, 
KEMENAG 

6 
Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah 
dilatih Konvensi Hak Anak 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINSOSP3A, LM, 
MEDIA, DUNIA USAHA 

7 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD)  terkait dalam 
program PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 
PUSPAGA, 
DINSOSP3A, DPPKB 

8 
Apakah ada program inovasi untuk pengembangan, PUSPAGA, LK3, 
PPKS,BKB/BKR/sejenisnya 

                    
6,00  

                      
6,00  

0,00 
PUSPAGA, 
DINSOSP3A, DPPKB 

9 

Pengembangan 
Anak Usia Dini 
Holistik dan 
Integratif 

1 Apakah ada desa/kelurahan memiliki PAUD-HI 
                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

2 
Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak /  
sebutkan persen SDM yang dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, LM. 
MEDIA, DUNIA USAHA 

3 
Selain dengan Dinas Pendidikan, DInas Kesehatan dan BKKBN, 
apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam 
pelayanan PAUD-HI 

                    
1,00  

                      
1,00  

0,00 DINAS PENDIDIKAN 

4 Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI 
                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 DINAS PENDIDIKAN 

10 

Standarisasi 
Lembaga 
Pengasuhan 
Alternatif 

1 
Apakah ada dan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang 
terstandarisasi (LKSA Terstandar, Pesantren, Sekolah Berasrama dan 
Daycare/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria) 

                    
8,00  

                      
8,00  

0,00 DINAS SOSIAL P3A 
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2 
Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbanagn Perizinan Pengangkatan 
Anak) 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 DINAS SOSIAL P3A 

3 
Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih 
Konvensi Hak Anak 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DINAS SOSIAL P3A 

4 

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pelayanan 
lembaga pengasuhan alternatif                     

3,00  
                      
3,00  

0,00 
DINAS SOSIAL 
P3A,PUSPAGA, 
DPPKB,KEMENAG 

5 
Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan 
alternatif 

                    
6,00  

                      
6,00  

0,00 DINAS SOSIAL P3A 

11 

Ketersediaan 
Infrastruktur 
(Sarana dan 
Prasarana) Ramah 
Anak di Ruang 
Publik 

1 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) 
                  
10,00  

                     
10,00  

0,00 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN 
PERMUKIMAN & 
PERTANAHAN 

2 Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA 
                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINSOSP3A, DUNIA 
USAHA, LM, MEDIA,PT 

3 
Siapa Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap RBRA 
? Sebutkan PD yang bertanggungjawab pada catatan 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN 
PERMUKIMAN & 
PERTANAHAN 

4 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan 
RBRA ? (Lampirkan dokumen pendukung), Sebutkan PD yang 
berperan pada matriks 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN 
PERMUKIMAN & 
PERTANAHAN 

5 Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA 
                       
-    

                      
5,00  

5,00 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN 
PERMUKIMAN & 
PERTANAHAN, DINAS 
SOSIALP3A 

6 
Apakah ada sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke 
dan dari Sekolah 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS 
PERHUBUNGAN 

7 Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak 
                       
-    

                      
3,00  

3,00 
DINSOSP3A, DUNIA 
USAHA, LM, MEDIA,PT 

8 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam Program 
RASS 

                    
1,00  

                      
1,00  

0,00 

DINAS 
PERHUBUNGAN, 
DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN 
PERMUKIMAN & 
PERTANAHAN 
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9 
Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas 
perjalanan anak ke dan dari sekolah 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS 
PERHUBUNGAN 

1
0 

Berapa jumlah kecelakaan lalu-lintas? Berapa jumlah anak yang 
menjadi korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
POLRES 

1
1 

Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak 
                       
-    

                      
2,00  

2,00 

DINAS PERUMAHAN, 
KAWASAN 
PERMUKIMAN & 
PERTANAHAN 

Klaster 3 : Kesehatan Dasar 
dan Kesejahteraan 

12 
Persalinan di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan 

1 
Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan 
kesehatan 

                    
2,50  

                      
2,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

2 Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) 
                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

3 
Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi? 
Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan 
tahun sebelumnya 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

4 Berapa Jumlah Kematian Bayi 
                    
1,50  

                      
2,50  

1,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

5 Berapa Angka Kematian Ibu (AKI) 
                    
1,50  

                      
2,50  

1,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

6 
Apakah ada kemitraan antar perangkat Daerah (PD) dalam mencegah 
kematian ibu melahirkan 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

13 Status Gizi Balita 

1 Berapa persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita 
                    
0,50  

                      
1,50  

1,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

2 Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih 
                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

3 
Berapa prevalensi stuntig (pendek dan sangat pendek) pada usia 
dibawah 2 tahun 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

4 
Apakah ada tim penanganan masalah gizi                     

4,00  
                      
4,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

5 

Apakah ada keikutsertaan Forum Pemberdayaan Masyarakat dalam 
pencegahan dan penanganan masalah gizi (Lampirkan dokumen 
pendukung) sebutan Forum Pemberdayaan Masyarakat yang berperan 
!  

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

6 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan 
penanganan masalah gizi 

                    
2,50  

                      
2,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

7 
Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah 
gizi 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 
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14 

Pemberian Makan 
pada Bayi dan Anak 
(PMBA) Usia di 
Bawah 2 Tahun 

1 
Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI 
Eksklusif 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

2 Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir 
                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

3 Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang menerima MP-ASI 
                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

4 Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI 
                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

5 
Persentase Ruang ASI yang terdapat ditempat kerja (lampirkan 
dokumen pendukung berupa data pembanding disertakan daftar 
tempatnya dan dokumentasi) 

                    
2,00  

                      
3,50  

1,50 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

6 

Persentase Ruang ASI yang tersebar difasilitas umum (lampirkan 
dokumen pendukung berupa data pembanding disertakan daftar 
tempatnya dan dokumentasi) 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

7 

Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan (lampirkan dokumen 
pendukung berupa data pembanding disertakan daftar tempatnya dan 
dokumentasi) 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

8 
Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota 
(Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya ? 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

9 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam 
peningkatan PMBA usia dibawah 2 tahun 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

1
0 

Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia dibawah 2 
tahun 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

15 
Fasilitas Kesehatan 
dengan Pelayanan 
Ramah Anak 

1 

Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) 
yang telah di SK-an (Lampirkan  Dokumen Pendukung data 
pembanding antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di 
wilayah kabupaten/kota 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

2 
Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) 
yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri   

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

3 
Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang 
terstandarisasi 

                       
-    

                      
2,00  

2,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

4 
Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan 
kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

5 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam 
pengembangan fasilitas kesehatan dengan  pelayanan ramah anak 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 
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6 
Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan 
dengan Pelayanan Ramah Anak? 

                       
-    

                      
3,50  

3,50 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

16 

Lingkungan Sehat 
(Akses Air Minum 
dan Sanitasi yang 
Layak) 

1 
Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak 
dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

2 
Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum 
layak 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

3 
Apakah ada upay-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses 
penyediaan air minum layak dirumah tangga 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

4 
Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses air 
minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah 
rekontaminasi (PAMRT) 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM, DINAS PU 

5 
Berapa persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak 
(jamban, sampah dan limbah) 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM, DINAS PU 

6 
Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan 
lumpur tinja (IPLT) 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM, DINAS PU 

7 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan 
air minum dan sarana sanitasi yang layak d rumah tangga) 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM, DINAS PU 

8 
Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi 
yang layak di rumah tangga 

                       
-    

                      
3,50  

3,50 
DINAS KESEHATAN, 
RS, PKM 

17 

Kawasan Tanpa 
Rokok (KTR) dan 
larangan Iklan, 
Promosi, dan 
Sponsor (IPS) 
Rokok 

1 
Apabila ada memiliki peraturan/kebijakam tentang Kawasan Tanpa 
Rokok, Apakahsudah disosialisasikan kepada masyarakat 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

2 
Apakah dalam peraturan Kawasan tanpa Rokok ada pasal yang 
mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar 
peraturan 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

3 

Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan tanpa Rokok di 
fasilitas kesehatan ? (Lampirkan dokumen pendudkung berupa foto 
KTR di fasilitas Kesehatan dan data perbandingan jumlah keseluruhan 
faskes yang sudah menerapkan KTR), sebutkan dicatatan persentase 
Kawasan Tanpa Rokok di Faskes pada tahun sebelumnya) 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 
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4 

Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan tanpa Rokok di 
fasilitas pendidikan termasuk pelarangan IPS dilingkungan sekitar 
fasilitas Pendidikan sekolah dan madrasah ? (Lampirkan data dukung 
berupa foto KTR di Fasilitas Pendidikan dan data perbandingan jumlah 
keseluruhan pendidikan dengan fasilitas pendidikan yang sudah 
KTR)okumen pendudkung berupa foto KTR di fasilitas Kesehatan dan 
data perbandingan jumlah keseluruhan faskes yang sudah menerapkan 
KTR), sebutkan dicatatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di Faskes 
pada tahun sebelumnya) 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

5 

Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan tanpa Rokok di 
fasilitas tempat umum(seperti Ruang Bermain Anak, tempat rekreasi, 
tempat ibadah, pelabuhan, terminal, stasiun, bandara, mall, toilet, 
tempat parkir umum, transportasi piblik, halte, aula, dsb) 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

6 
Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok? Sebutkan 
perannya dalam pengawasan tanpa rokok 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

7 
Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, 
promosi dam sponsor rokok 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

8 
Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok 
dalam bentuk sponsor atau CSR 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

9 
Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pelarangan iklan, promosi dan 
sponsor rokok 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

1
0 

Seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok                     
2,00  

                      
2,00  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

1
1 

Apakah ada event anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, 
kegiatan komunitas dan sebagainya), baik online maupun offline, yang 
disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, DINAS 
KESEHATAN, 
DINSOP3A 

1
2 

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam 
pengelolaan Kawasan tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi 
dan sponsor rokok) 

                    
2,50  

                      
2,50  

0,00 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

1
3 

Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dam 
pengawsan iklan, promosi dan sponsor rokok 

                       
-    

                      
3,50  

3,50 
SATPOLPP, DINAS 
KESEHATAN 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1 Apakah ada SOP atau mekanisme penanganan anak putus sekolah 
                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 
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Klaster 4 :  KLASTER IV: 
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN 

WAKTU LUANG, DAN 
KEGIATAN BUDAYA 

 
 

 
 

18 

 
 
 
 
Persentase Wajib 
Belajar 12 Tahun 

2 
Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan 
alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) 

                    
2,00  

                     
10,50  

8,50 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

3 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah 
dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya 
Program  Wajib belajar 12 Tahun ?  

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

4 
Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak 
Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

19 
Persentase 
Pendidikan Ramah 
Anak (SRA) 

1 
Apakah sudah dibentuk Sekretariat Bersama SRA atau kelembagaan 
terkait SRA 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

2 
Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SKN dari Kepala Daerah 
atau Dinas terkait untuk PAUD/sederajat 

                    
1,00  

                      
4,00  

3,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

3 
Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah 
atau Dinas terkait untuk SD/sederajat 

                    
2,00  

                      
4,00  

2,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

4 
Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah 
atau Dinas terkait untuk SMP/ sederajat 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

5 
Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah 
atau Dinas terkait untuk SMA/ sederajat 

                    
1,00  

                      
4,00  

3,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

6 Berapa persentase SRA yang terstandarisasi  
                       
-    

                      
3,00  

3,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

7 
Berapa persentase Pendidik dan tenaga Pendidikan di Satuan 
Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak? sebutkan 
berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun dicatatan 

                       
-    

                      
2,00  

2,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

8 
Berapa persentase Pendidik dan tenaga Pendidikan di Satuan 
Pendidikan Ramah Anak yang dilatih tentang SRA ? sebutkan berapa 
kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun dicatatan 

                    
0,50  

                      
2,00  

1,50 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

8 
Apakah ada mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA 
ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di satuan Pendidikan Ramah 
Anak 

                    
0,50  

                      
2,00  

1,50 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

9 
Apakah terdapat pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok 
disekitar lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak termasuk pada 
jalur perjalanan menuju dan pulang sekolah sesuai Perda KTR 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

1
0 

Apakah ada kampanye yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 
melibatkan siswa terkait kebijakan anti rokok dan pelarangan iklan, 
Promosi dan Sponsor Rokok di Satuan Pendidikan Ramah Anak 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 
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1
1 

Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan 
terhadap SRA 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

1
2 

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam 
pengembangan SRA 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

1
3 

Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA 
                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

1
4 

Berdasarkan hasil evaluasi, apakah penerapan SRA berdampak pada 
penurunan jumlah kekerasan disatuan pendidikan? 

                       
-    

                      
4,00  

4,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

1
5 

Apakah ada dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi ? 
Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi ? 

                    
3,00  

                      
5,00  

2,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

1
6 

Apakah ada program inovasi pengembangan SRA 
                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

20 

Ketersediaan 
Fasilitas untuk 
Kegiatan Budaya, 
Kreativitas, dan 
Rekreatif yang 
Ramah Anak 

1 
Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai 
SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan 
PA/Lainnya 

                    
2,50  

                      
4,00  

1,50 
DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

2 
Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan 
budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA? 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN 

3 
Apakah memiliki SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) atau 
Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih Konvensi Hak Anak, 
Kebijakan PKA atau RIRA 

                    
2,00  

                      
3,00  

1,00 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, 
KEMENAG 

4 
Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan 
rekreatif bagi anak yang dipublikasikan 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, 
KEMENAG 

5 
Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah 
mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP 
dan PA/Lainnya) 

                    
2,50  

                      
4,00  

1,50 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, 
KEMENAG 

6 Apakah  ada program Inovasi pengembangan RIRA 
                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, 
KEMENAG 

7 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan 
budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, 
KEMENAG 
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8 
Apakah ada peran lembaga masyarakat dalam kegiatan Pusat 
kreativitas Anak maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) 

                    
3,50  

                      
3,50  

0,00 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, 
KEMENAG 

9 
Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam kegiatan Rumah 
Ibadah Ramah Anak (RIRA)? 

                    
2,00  

                      
4,00  

2,00 

DINAS PARMUDORA, 
DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN, 
KEMENAG 

KLASTER V : 
PERLINDUNGAN KHUSUS 

21
A 

Pencegahan dalam 
Perlindungan 
Khusus 

1 

Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
perlindungan khusus sesuai pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak 

                    
9,00  

                      
9,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

2 
Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan 
dengan Perlindungan Khusus bagi anak 

                  
15,00  

                     
15,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

3 
PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait 
perlindungan khusus ? Apakah ada PD lain yang berperan ? Sebutkan 
nama dan perannya 

                  
15,00  

                     
15,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

4 
Apakah terdapat Lembaga Layanan perlindungan khusus, yang 
dilakukan Pemerintah? Apabila ada, lampirkan dasar hukum (apabila 
ada) dan bagaimana mekanisme layanannya 

                    
6,00  

                      
6,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

5 
Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan akhusus, 
yang dilakukan Masyarakat? Apabila ada, lampirkam dasar hukum 
(apabila ada) dan bagaimana mekanisme layanannya 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

6 
Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan Khusus  yang 
disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon,dll) 

                    
8,00  

                      
8,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

7 
Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan 
Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus? 

                    
6,50  

                      
8,00  

1,50 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

8 
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan, Apakah Lembaga 
penyedia layanan PD sudah sesuai dengan standar ramah anak 
(Mandat Pasal 3, PP 78/2021) 

                    
6,00  

                      
6,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

9 
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan, Apakah Lembaga 
penyedia layanan lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar 
ramah anak (Mandat Pasal 3, PP 78/2021) 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 
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1
0 

Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, 
Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan serta lainnya 
termasuk SDM diunit atau tim penanganan kasus disataun 
pendidikan)yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia  
layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen 
kasus, Kebijakan Keselamatan dan Pelatiha Peraturan Perundang-
undangan terkait anak lainnya 

                  
10,00  

                     
10,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

21
B 

Pelayanan Bagi 
Anak Korban 
Kekerasan dan 
Eksploitasi 

1 Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan 
                    
9,00  

                      
9,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

2 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam 
pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dam eksploitasi 

                    
8,00  

                      
8,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
UPTD PPA 

21
C 

Anak yang 
Dibebaskan dari 
Pekerja Anak (PA) 
dan Bentuk-Bentuk 
Pekerjaan Terburuk 
untuk Anak (BPTA) 

1 
Apakah semua pekerja anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk 
mendapatkan layanan 

                    
9,00  

                      
9,00  

0,00 
DISNAKERTRANS, 
DINSOSP3A 

2 
Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak 
yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak 

                    
1,50  

                      
1,50  

0,00 
DISNAKERTRANS, 
DINSOSP3A 

3 
Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja 
Anak 

                    
1,50  

                      
1,50  

0,00 
DISNAKERTRANS, 
DINSOSP3A 

4 
Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan 
anak yang ditarik dari BPTA 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DISNAKERTRANS, 
DINSOSP3A 

5 
Apakah ada Kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan 
penarikan Pekerja Anak 

                    
5,00  

                      
8,00  

3,00 
DISNAKERTRANS, 
DINSOSP3A 

22
A 

Pelayanan Bagi 
Anak Korban 
Pornografi, NAPZA 
dan terinfeksi 
HIV/AIDS 

1 Apakah anak korban pornografi mendapatkan layanan 
                    
9,00  

                      
9,00  

0,00 
DINAS SOSIALP3A, 
DINAS KESEHATAN, 
KPAD, 

2 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit 
Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban 
pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV 

                    
8,00  

                      
8,00  

0,00 
DINAS SOSIALP3A, 
DINAS KESEHATAN, 
KPAD, 

22
B 

Pelayananan Bagi 
Anak Korban 
Bencana dan 
Konflik 

1 
Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi 
anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai 
kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak 

                    
9,00  

                      
9,00  

0,00 
DINAS SOSIALP3A, 
BPBD 

2 Apakah tersedia early warning system yang dipahami anak 
                    
0,50  

                      
0,50  

0,00 
DINAS SOSIALP3A, 
BPBD 

3 Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak  
                    
0,50  

                      
0,50  

0,00 
DINAS SOSIALP3A, 
BPBD 

4 
Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam 
pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik 

                    
8,00  

                      
8,00  

0,00 
DINAS SOSIALP3A, 
BPBD 
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23
A 

Pelayanan Bagi 
Anak Penyandang 
Disabilitas, 
Kelompok Minoritas 
dan Terisolasi 

1 
Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak 
penyandang disabilitas 

                    
1,00  

                      
8,00  

7,00 DINSOSP3A, LKSA 

2 
Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang 
kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DINSOSP3A, LKSA 

3 
Apakah adan sarana dan prasarana publik telah memperhatikan 
aksebilitas bagi anak penyandang disabilitas 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 DINSOSP3A 

4 
Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi 
bagi anak penyandang disabilitas 

                    
1,00  

                      
2,00  

1,00 DINSOSP3A 

5 
Apakah Pemerintah Daerah telah menyiapkan sistem perlindungan 
anak untuk anak dalam kelompok  minoritas dan terisolasi untuk 
memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 DINSOSP3A 

23
B 

Pelayanan Bagi 
Anak dengan 
Perilaku Sosial 
Menyimpang (PSM) 

1 
Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem  pencegahan dan 
penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial 
menyimpang   

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 DINSOSP3A 

2 
Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi 
anak yang mempunyai anak dengan perilaku menyimpang 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 DINSOSP3A 

24
A 

Penyelesaian 
Kasus Anak yang 

Berhadapan 
dengan Hukum 
(ABH) melalui 

Diversi (Khusus 
Pelaku) 

1 
Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi ditingkat 
penyidikan? Apakah ada datanya 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
PENGADILAN, 
KEJAKSAAN  

2 
Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi ditingkat 
penuntutan? Apakah ada datanya 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
PENGADILAN, 
KEJAKSAAN  

3 
Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di 
pemeriksaan perkara Anak di pengadilan? Apakah ada datanya 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
PENGADILAN, 
KEJAKSAAN  

4 
Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan 
Dewasa 

                    
0,50  

                      
1,00  

0,50 
DINSOSP3A, POLRES, 
PENGADILAN, 
KEJAKSAAN  

5 
Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan 
rehabilitasi dan reintegrasi sosial 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
PENGADILAN, 
KEJAKSAAN  

6 
Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak 
penyandang disabilitas)? Apakah ada datanya 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, POLRES, 
PENGADILAN, 
KEJAKSAAN  

    1 
Apakah Pemerintah Daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan 
penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan 
terorisme 

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, 
KESBANGPOL 
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2 
Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan 
agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme 

                    
3,00  

                      
3,00  

0,00 
DINSOSP3A, 
KESBANGPOL 

3 
Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan 
penanganan anak korban stigmatisai akibat dari pelabelan terkait 
dengan kondisi orang tuanya  

                    
2,00  

                      
2,00  

0,00 
DINSOSP3A, 
KESBANGPOL 

KECAMATAN/DESA/KELURA
HAN LAYAK ANAK 

25 
Kecamatan Layak 
Anak (KELANA) 

1 Berapa jumlah kecamatan di kabupaten/kota ? Apakah ada datanya ?  
                       
-    

                         
-    

0,00 PMD, KECAMATAN 

2 
Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan ? 
Uraikan dalam matriks (Lampirkan matriks dan dokumen Pendukung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 

3 
Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok 
olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? (Lampirkan 
dokumen pendukung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 

4 
Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan 
dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak? 
(Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 PMD, KECAMATAN 

5 
Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan 
Akta Kelahiran ˃ 90% (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 

6 
Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan usia anak? 
uraikan pada matriks. (Lampirkan data dari Kemenag dan Dukcapil) 

                    
1,00  

                      
4,00  

3,00 PMD, KECAMATAN 

7 Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan 
gizi buruk? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,20  

                      
0,50  

0,30 PMD, KECAMATAN 

8 Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan 
gizi kurang? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,10  

                      
0,50  

0,40 PMD, KECAMATAN 

9 Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan 
gizi lebih ? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,10  

                      
0,50  

0,40 PMD, KECAMATAN 

1
0 

Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan 
stunting? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,10  

                      
0,50  

0,40 PMD, KECAMATAN 

1
1 

Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat 
pendidikan formal/non-formal? Uraikan pada matriks (Lampirkan 
matriks dan dokumen pendukung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 

1
2 

Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan 
informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? 
(Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 

1
3 

Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kelompok konsultasi 
keluarga yang berfungsi dengan baik ? (Lampirkan dokumen 
pendukung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 

1
4 

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok ? 
(Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 
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1
5 

Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang /taman bermain 
bagi anak ? (Lampirkan dokumen pendudkung) 

                    
1,25  

                      
1,25  

0,00 PMD, KECAMATAN 

1
6 

Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan 
yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator 
Kelana? 

                    
1,00  

                      
1,00  

0,00 PMD, KECAMATAN 

26 
Desa/Kelurahan 

Layak Anak 

1 
Berapa jumlah desa dan jumlah kelurahan di kabupaten/kota? Apaka 
ada datanya? 

                       
-    

                         
-    

0,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

2 
Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan 
desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan 
khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
1,50  

                      
6,00  

4,50 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

3 
Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk 
perlindungan anak ? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen 
anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah? 

                       
-    

                      
4,00  

4,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

4 
Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak 
Desa/Kelurahan? Uraikan dalam matriks. (Lampirkan matriks dan 
dokumen pendukung) 

                    
3,00  

                      
4,00  

1,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

5 
Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok 
olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan 
dokumen pendukung) 

                    
1,00  

                      
4,00  

3,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

6 
Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian 
kepemilikan Akte Kelahiran ˃ 90% (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

7 
Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? 
Uraikan pada matriks (Lampirkan data dari kemenag dan Dukcapil) 

                    
3,00  

                      
6,00  

3,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

8 
Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak 
dengan gizi buruk ? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,30  

                      
1,50  

1,20 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

9 
Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak 
dengan gizi kurang? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,30  

                      
1,50  

1,20 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
0 

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak 
dengan gizi lebih ? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,30  

                      
1,50  

1,20 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
1 

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak 
dengan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
0,30  

                      
1,50  

1,20 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
2 

Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat 
pendidikan formal/non-formal? Uraikan pada matriks. (Lampirkan 
dokumen pendukung) 

                    
1,00  

                      
4,00  

3,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 
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1
3 

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang baca 
anak/informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang 
publik? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
1,00  

                      
4,00  

3,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
4 

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok konsultasi 
keluarga yang berfungsi dengan baik ? (Lampirkan dokumen 
pendukung) 

                    
1,50  

                      
6,00  

4,50 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
5 

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa 
Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
3,00  

                      
4,00  

1,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
6 

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI ( 
Pengembangan Anak Usia Dini - Holistik Integratif)? (Lampirkan 
dokumen pendukung) 

                    
5,00  

                      
5,00  

0,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
7 

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain 
bagi anak ? (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
1,00  

                      
4,00  

3,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
8 

Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi 
Perlindungan Anak Teroadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau 
sejenisnya ? (Lampirkan dokumen pendukung) dan sebutkan jumlah 
desa/kelurahan yang melaksanakan tugas PATBM/sejenisnya pada 
catatan! 

                    
2,00  

                     
10,00  

8,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

1
9 

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan 
yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan 
berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen 
pendukung) 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

2
0 

Apakah terdapat anak yang bekerja di 
perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya 

                       
-    

                         
-    

0,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

2
1 

Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan 
pencegahan pekerja anak (Lampirkan dokumen pendukung) 

                    
4,00  

                      
4,00  

0,00 
PMD, 
DESA/KELURAHAN 

 


